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NASKAH PERJANJIAN KEJASAMA
ANTARA

REKTOR IINTVERSITAS MUHAMMADIVAH SEMARANG
DAN
MAJELIS PELAYANAN KESEHATAN UMTM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor : 1140TINIMUS/ES/201 1
1 7THLaHE201 1

Pada hari ini tanggel dua puluh delapan bulan jumadil ewal seribu empat ratus tiga puluh dua hijrivah,
bertepatan dengan tanggal dua bulan mei tahun doa ribo sebelas miladivah, bertempat di Jakarte kami yeng
bertanda tangan di bawsh in1:

1, Prof, Dr. Socsanto t Jabatan Rektor Univorsilas Mubhammadiyah Semarang
dalam hal mi bertindak untuk den atas nama Universitas
Muhammadiyah Semarang untuk selanjutnys discbut
PIHAK PERTAMA.
2. dr. Lukman Ali Husin, SpPD : Jabatan Ketuz Pelayansn Kcesthatan Umum Pimpinan
= Pusat Muhammadivah, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat
Muhgmmadiyah unmk selanjutnys  disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak scluyju dun sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarksn pada ketentuan-
ketentuan dan syamat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANTIAN KERJASAMA

1. Memorandum of Understanding antara Majelis Pendidilan Tingui Penclitian dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 171/L3/I2008 dan Pelayanan Kesshatan Umum Pimpinan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 104/1.5/H/2008, tertanggal 17 Juni 2008 bertepatan tanggal
14 Jumadil Akhir 1420 H.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tingg
Universitas Muhammadiyah Semarang.

3. Kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Dan Tujuan Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubunpan enfara Universitas Muhammadiyah
Semarang dengan Pelaymnan Keschatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rengke untuk
meninglatkan kuslitss layanan bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kelersediaan
(utilitas) sumber daya manusia bidang kesehatan (dokier gigi) pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus,
Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atuu Pelayanan Kesehatan yang lainnya di Imgkungan Persyarikatan
Muhammadiyah, berdasarkan kerjasama yang saling mendukung, melengkapi., menyempurnakan dan
menguntungkan kedua belah pihak.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kescpakatan bersama ini meliputi kegiatan penvediaan dan pengsunaan (utilisasi)
sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter gig) suna meningkatkan leyanan Rumah Sakit, baik
Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan
Kesehatan yang lamnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.

Dan Penyediean Rumsh Sakit, baik Rumsh Sakit Umum maupun Rumah Sskil Khusas, Rumszh
Bersalin, Balai Pengohatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di Hngkungan Persyarikatan
Muhammadivah sebagai sarana pembelajaran mahasiswa PIHAK PERTAMA.

FPasal 4
KETENTUAN UMUM UTILISASL SUMBER DAY A MANUSIA BIDANG KESEHATAN

Bentule kegiatzan dan ketsptuan ummum utilisasi sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter gipi),
mchiputi:

1.

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan informasi secara kontinyu tfentang ketersediaan
sumber dayva manusia bidang kesehatan (dokier gigl) yang potensial umtuk ditempatken pada Rumah
Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Bala Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya
di lingkungan Persyarikatan Muhammadivah.

Dolder dari PTHAK PERTAMA vang mengiloxti program kerjasama mi harus memilild Surat tanda
Regster (STR) vang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKT).

. PTHAK EEDUA berkewajiban mengkoordinasiken dan merckomendasikan pada Rumsh Sakit Rumah

Salat Khugus, Rumah Berzalin, Balai Pengpobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lannya di lingkungan
Persyarikatan Muhammadivah untule menerima sumber days manusia bidang keschaten (dokter mg)
dari PIHAK PERTAMA.

PIIAK KEDUA berkewajiban mengusulkan pada Menteri Keschatan RI bahwa masa tugas para
dokter vang ditempatkan pada program kerjasama ini dihitung sebagai masa bakti (PTT).

PIHAK KEDUA mengupayakan agar Rumah Sakil, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai
Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan vang lainnya di linglungan Persyarikatan Muhammadiysh dapat
memberikan kompensasi pada dokter gigi dalam jumlah / nilai dan jeniz kompensasi sesuai dengan
standar.

selama mengikufi program kerjasama ini, para dokter dari PIHAK FERTAMA hanya difjinkan bekerja
pada 1 (satu) instansi, vaitu banya pada salah satu Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin,
Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan vang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhemmadiyah.
Masa tugns para dokter dari PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam program kerjasama ini sclama 1
(satu) tahum,

Sctiap pencmpatan dokter gigi yang terlibat dalam program kerjasama ini dilakukan kontrak kerja antara
masing-masing dokter gigi dengan Rumeh Sakit, Rumah Sakit Khusus. Rumah Bersalin, Balai
Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di linglungan Persyarikatan Mubammadiyah.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diwakili para lembaga pelakeana dari masing-masing pihak
untuk melaksanakan penyusunan berbagai ketentuan teknis operasional terkait dengan program utilisasi
sumber daya manusia bidang kesehatan ini.

. PIHAK KEDUA menyediakan tempat sarana dan prasarana guna mendukung proses belajar mengajar,

prakick pelaymmean kesehatan masyarakat, pelatihan dan penelitian.

Pasal 5
PRASARANA DAN SARANA

Prasarana dan Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan disediakan oleh kedua belah pihak,

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagei skibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasuma ini akan dibebanksn pada
anguaran kedua belah pihzk dan atan dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
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Besarmva pembiaysan tersebut pada ayat | akan direncanakan dan ditetapkan bersama dalam Surat
Keputusan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahken dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 7
TIM PELAKSANA KERJASAMA

1. Guna menyelesaikan Kesepakatan Bersama ini, selanjulnya skan dibentuk TIM PELAKSANA vang
terdirt dart unsur Jof Jfimacon And Placement Center (ITPC) schagal lembaga pefaksana teknis
kerjasama ini dari PIHAK PERTAMA dan unsur Konsorsium Rumah Sakit Mubammadiyah dan
Aisivah (KORSMA) sebagni lembaga pelaksane telmis kerjasama ini dari PIHAE KEDUA.

2. Kctentuan tentang susunan keanpoolsan, urman lupas, hak, wewenanp, masa togas dari TIM
FELAKSANA alan ditetapkan melalni Surat Kepirnisan Barsamn.

Pasal 8
JANGEKA WAKTU

1, Surat Kesepakalan Bersama ini belako untuk 8 (delapan) tahon sejak ditandatangani oleh masing-
masing pihak yang bersepakat dan oksn ditimjau kembah serta dapat diperimbanglan untuk
diperpanjang kembali,

2. Perjanjian ini tidak depat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah
pihak secara musyawarah dan pofakat. Pihak vang menphendaki pemutusan hubungan Perjanjisn
Kenasama i terlebih dahulu harue memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainmya untak maksod
tersebut selambat-lambamya 1 (setu) bulan sebelumnya, vang demikian dengan tidak mengurangi
kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini belum terpenuhi.

3. Bila salah satu pthak dalam perjanjian kerjasama ini bermaksud mengubah syarat-syarat dan ketentuan -
ketentuan perjanjian kerjasama ini maka pihak tersebut harus sudah mengajukan permohonnya 3 (figa)
bulan sebelum masa berakhimya jangks waktu perjanjian kerjasama ini dan PARA PTHAK sudah harus
mencepal persetujuan otas perubahan perjanjion kerjnsama ini sclumbat-lambatnya 2 (dua) bulan
sebelum berakhirnva perjanjian kerjasama mi

Puxal 9
PERSELISTHAN

Apabila terjadi perselizihan antara kedua belah pihak akan diselesatkan secara musyawarsh untuk rufikat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kesepakaton Bersama ini akan diatur kemudiaan dalam Peraturan
Pelaksana dan peraturan Teknis yang discpakati kedua belah pihakdan akan menjadi bagien yang tidsk dapat
dipisahkan dari Surat Kesepakatan Bersama ini.

Denukian Surat Kesepakaisn Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Surat Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua), masing-
masing bermateral cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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dr. Lukman Ali Huk
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